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DASAR HUKUM

1.
2.

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Beruswaha Berbasisi Risiko;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan
Perizinan di Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Kehutanan R.I. Nomor Nomor 3 Tahun 2021
tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan
Perizinan berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan hidup dan
Kehutanan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021
tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 Pendelegasian
Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

PERSYARATAN LAYANAAN

Persyaratan Umum
1.

2. Pakta Integritas yaitu surat pemyataan bermaterai yang berisi
paling sedikit menyatakan:
a. menjamin bahwa semua dokumen yang dilampirkan dalam

c. Penutup (menjelaskan mengenai asumsi-asumsi dan harapan

b. melakukan permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan

c. tidak memberi, menerima, menjanjikan sesuatu dalam bentuk

Rencana kegiatan usaha atau proposal usaha, yang memuat

informasi:

a. Pendahuluan (Latar Belakang, Tujuan Kegiatan Usaha,
letak/lokasi areal yang dimohon).

b. Rencana Kegiatan Usaha (memberikan gambaran umum dan
penjelasan pelaksanaan kegiatan pengusahaan sarana jasa
lingkungan wisata alam yang dilaksanakan sehingga dapat
memberikan kontribusi bagi pengembangan wisata alam dan
konservasi di kawasan, bagi masyarakat sekitar kawasan, bagi
penerimaan negara dan bagi perusahaan/koperasi sendiri,
menjelaskan juga mengenai jenis kegiatan usaha sarana yang
akan dikembangkan, jenis dan jumlah sarana yang akan
dibangun, rencana tenaga kerja, serta rencana investasi); dan

untuk terselenggaranya kegiatan pengusahaan sarana jasa

lingkungan wisata alam sehingga tujuan yang telah ditetapkan
dapat tercapai).

permohonanadalah benar dan sah;
peraturan perundang-undangan;

apapun berkaitan dengan permohonan; dan




o

d. sanggup untuk memenuhi semua kewajiban .

Pertimbangan Teknis diterbitkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD

provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenanganya yang dilengkapi

dengan peta lokasi yang dimohon;

Pertimbangan Teknis diterbitkan oleh Kepala OPD/UPTD yang

membidangi kepariwisataan. Dalam hal pertimbangan teknis Kepala

OPD/UPTD yang membidangi kepariwisataan setempat lebih dari 30

(tiga puluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima tidak

diterbitkan, maka permohonan pengajuan PBPSWA) dapat

dilanjutkan tanpa pertimbangan teknis dari OPD/UPTD.

Melakukan pemberian tanda batas areal usaha yang dimohon dan

selanjutnya dituangkan dalam:

a. Berita Acara Pemberian Tanda Batas yang ditandatangani oleh
tim yang terdiridari pemohon dan UPT/UPTD sesual
kewenangannya dan diketahuioleh Kepala UPT atau Kepala
UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangannya; dan

b. Peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan
skala paling kecil 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu)
yang ditandatangani olehpihak pemohon dan disetujui/disahkan
oleh Kepala UPT atau Kepala UPTDProvinsi atau Kepala UPTD
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Persetujuan Lingkungan

Membuat rencana pengusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam

dan disahkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi Konservasi

Sumber Daya Alam dan Ekosistem, serta dilengkapi dengan

dokumen rencana tata letak (site plan) dan desain fisik sarana dan

prasarana yang akan dibangun yang disahkan oleh Direktur Teknis.

Rencana pengusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam memuat

informasi:

a. Pendahuluan (latar belakang, maksud dan tujuan);

b. Data Umum Perusahaan (badan hukum perusahaan, alamat
perusahaan, bidang usaha, organisasi perusahaan, keuangan);

c. Data Umum Areal yang diusahakan (Letak, Luas dan Batas
Areal Usaha, Aksesibilitas, Potensi Objek Daya Tarik Wisata
Alam di sekitar areal usaha, Potensi Sosial Ekonomi Masyarakat
dan Kebijakan Pengembangan Wilayah di Sekitar Areal Usaha);

d. Rencana Kegiatan Pengusahaan (Penataan Areal Pengusahaan,
Pengamanan dan Pemeliharaan Areal Pengusahaan,
Pembangunan dan Pemeliharaan sarana, prasarana dan fasilitas
pendukung lainnya, Pengelolaan Pengunjung, Pengelolaan
Lingkungan, Mitigasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia,
Pelibatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemasaran) dan
rencana kegiatan lain sesuai ketentuan;

e. Rencana Investasi, Rencana Biaya dan Perkiraan Pendapatan
(Memuat rencana investasi yang akan ditanamkan, rincian biaya
operasional kegiatan pengusahaan dan rincian perkiraan
sumber-sumber pendapatan selama pengusahaan); dan

f. Analisis Investasi (Uraian tentang kelayakan investasi yang
akan ditanamkan terkait dengan pengusahaan sarana jasa




lingkungan wisata alam yang meliputi uraian perhitungan NPV, |
IRR, BCR dan Pay Back Period).

g. Lampiran:

» Matriks Rencana Kegiatan Selama Periode Pengusahaan
yang dibuat per Lima Tahun yang memuat nama kegiatan,
satuan fisik, volume, biaya;

» Peta Areal Kerja sarana jasa lingkungan wisata alam sesuai
Berita Acara pemberian tanda batas;

» Dokumen Site Plan memuat informasi sebagai berikut:

e Pendahuluan (Latar Belakang, Maksud dan Tujuan,
Ruang Lingkup)

o Dasar-dasar Pertimbangan Pengembangan Rencana
Tata Letak(pertimbangan kebijakan, ekologis, fisik,
teknis, estetika, Nilai Sejarah/Historis, dan Sosial dan
Budaya)

o Rencana Tata Letak (rencana tata ruang, rencana tata
bangunan, dan rencana pengembangan infrastruktur
antara lain jaringan jalan, jaringan komunikasi, jaringan
instalasi air, jaringan listrik, dil)

e Penutup (harapan dan asumsi yang dapat mendukung
pelaksanaanpengembangan pada areal perencanaan)

o Lampiran berupa Peta Site Plan

> Dokumen Desain Fisik memuat informasi sebagai berikut:

e Pendahuluan (Latar Belakang, Maksud dan Tujuan,
Ruang Lingkup);

» Pendekatan perencanaan (Kebijakan, Ekologis, Fisik,
Teknis, Estetika dan Sosial danBudaya);

o Detail Engineering Design (DED) Fisik Bangunan (jenis-
jenis bangunan yang akan dikembangkan, bahan-bahan
yang digunakan dan asalnya, ukuran bangunan, bentuk
bangunan serta penjelasanatas DED bangunan, sifat
bangunan dan konstruksi bangunan);

e Penutup (harapan dan asumsi atas penyusunan desain
fisik); dan

h. Membayar Iuran Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa
Lingkungan Wisata Alam pada kawasan konservasi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Pemenuhan persyaratan dilaksanakan maksimal 1 (satu) tahun
setelah memperoleh Surat Perintah Pemenuhan Persyaratan
yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

j. Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan
Wisata Alam pada Kawasan Konservasi berlaku selama jangka
waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang.

8. Ketentuan Pemenuhan Persyaratan Umum

a. Pertimbangan teknis menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk
mengajukan permohonan penandaan batas Areal Kegiatan
Usaha kepada UPT/UPTD setempat.

b. Permohonan pengesahan Rencana Pengusahaan Sarana Jasa
Lingkungan Wisata Alam disampaikan kepada Direktur Jenderal
setelah pemohon memperoleh pertimbangan teknis dari




10.

11.

12.

13.

UPT/UPTD dan melakukan penandaan batas Areal Kegiatan
Usaha.

c. Verifikasi persyaratan umum usaha dilakukan oleh Direktur
Jenderal; dan

d. Persetujuan dilakukan oleh MenteriLampiran berupa gambar
DED;

Persyaratan Khusus

1.

Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam pada kawasan
konservasi dilaksanakan pada Ruang Usaha yang telah ditetapkan
di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Blok Pemanfaatan Taman
Wisata Alam atau Blok Pemanfaatan Taman Hutan Raya.

Perizinan berusaha Pengusahaan sarana jasa lingkungan wisata
alam hanyadapat dimohon oleh non perseorangan (badan usaha
milik negara; badan usahamilik daerah; badan usaha milik swasta;
Bumdes atau koperasi) sesuai ketentuan peraturan perundangan-
undangan.

Luas areal yang diizinkan untuk dibangun sarana wisata alam paling
banyak 10% (sepuluh persen) dari luas areal yang ditetapkan
dalam izin.

Dalam melaksanakan pembangunan sarana wisata alam disesuaikan
dengan kondisi alam dengan tidak mengubah karakteristik bentang
alam;

Bentuk bangunan sarana wisata alam yang ramahlingkungan dan
memperhatikan budaya lokal.

Pembangunan sarana yang diperkenankan maksimum 2 (dua)
lantai;

Bahan bangunan untuk pembangunan sarana wisata alam dan
fasilitas yang menunjang kepariwisataan disesuaikan dengan
kondisi setempat dan diutamakan menggunakan bahan-bahan dari
daerah setempat;

Bangunan sarana wisata alam harus memperhatikan sistem sanitasi
yang memenuhi standar kesehatan manusia dan kelestarian
lingkungan;

Bangunan sarana wisata alam harus memperhatikan dan memiliki
teknologi pengolahan dan pembuangan limbah;

Bangunan sarana wisata alam harus memperhatikan konstruksi
yang memenuhi persyaratan bagi keselamatan;

Bangunan sarana wisata alam harus memperhatikan aspek hemat
energi.

Bangunan sarana wisata alam harus memperhatikan dan
berpedoman pada ketentuan teknis yang menyangkut keselamatan
dan keamanan dari instansi yang berwenang.

Untuk usaha skala mikro sampai dengan kecil diperuntukkan bagi
koperasi dan Bumdes dengan luas areal yang dimohonkan
maksimal 2 (dua) hektar.




MEKANISME/ PROSEDUR

5.
6.

. Pemohon mengakses laman 0SS untuk menginput data pemohon

secara lengkap untuk mendapatkan NIB, Sertifikat Standar dan Izin
OPD Tim Teknis melakukan Verifikasi terhadap Permohonan dari
Pelaku Usaha dalam Sistim 0SS

Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim Teknis
Menotifikasi Persetujuan Persyaratan malalui Sistem 0SS, jika
belum benar maka OPD Tim Teknis melakukan Notifikasi Perbaikan
Persyaratan

jlka Permohonan telah disetujui oleh OPD Teknis, maka Unit
Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala Dinas
PMPTSP

Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha
pada Sistim 0SS

Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi.
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WAKTU PELAYANAN

30 (Tiga Puluh) hari kerja
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PENANGANAN PENGADUAN,
SARAN/ MASUKAN

No. Kontak : 081346767806
Facebook : ptsppromal
Twiter : ptsppromal

Email Pengaduan : pengaduanptsp@gmail.com
Scan QR CODE pada Loket Pengaduan

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

M D ISMAIL




